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ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10B ayat (5), Pasal 1 IA ayat (7), Pasal
13 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 28, dan Pasal 92A ayat (2) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan, serta ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai, dan untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan keadilan dan
kepastian dalam berusaha, meningkatkan kecepatan pelayanan, -efektivitas
pengawasan, optimalisasi penerimaan, serta akurasi data atas impor dan ekspor
barang kiriman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan
Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.50,
TLN 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg UU No.7 Tahun 2021
(LN Tahun 2021 No.246, TLN No.6736), UU No.8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.51,
TLN No.3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.7
Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.246, TLN No.6736), UU No.10 Tahun 1995 (LN
Tahun 1995 No.76, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dg UU No.17 Tahun
2006 (LN Tahun 2006 No0.93, TLN No0.4661), UU No.11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995
No.76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dg UU No.7 Tahun 2021 (LN Tahun
2021 No.246, TLN No.6736) UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN
No0.4916), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No0.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu
No0.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No0.954), Permenkeu No. 9/PMK.02/2022 (BN
Tahun 2022 No.178).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat,
perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi
Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang
Kepabeanan. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di
pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas
barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai. Penyelenggara Pos adalah badan usaha yang menyelenggarakan pos.
Penyelenggara Pos melakukan pengurusan pemenuhan Kewajiban Pabean atas
impor dan ekspor Barang Kiriman.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak
tanggal diundangkan
- Ketentuan ekspor barang kiriman sebagaimana dimaksud dalam Bab IV diberlakukan
paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 September 2023 dan diundangkan
pada tanggal 18 September 2023
- Batang Tubuh Hal 1-52; Lampiran Hal 53 — 127



